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ABSTRAK

Rumah tangga merupakan struktur yang saling melengkapi antara suami dan istn
yang diawali adanya ikatan pernikahan. Untuk mewujudkan ker_ukgngn dan ke}ltuhan
dalam lingkup rumah tangga sangat tergantung kepada setiap individu dgn !mgkup
rumah tangga itu sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi dalam
ruang lingkup keluarga merupakan salah satu bentuk penganiayaan dan pe!angga_rar}
HAM. Pada hakikatnya kedudukan antara laki-laki sebagai seorang suami menJaFil
pelindung serta kepala rumah tangga yang mampu memberikan contoh yang baik
dan perempuan sebagai susunan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
telah diatur didalam Pasal 5 huruf (a) .(b), (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) LN
No 4419, TLN 2004 dikarenakan pasal tersebut mencantumkan bentuk-bentuk
kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini
adalah pertama bagaimana peran korban dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga? Kedua Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat bagi
korban dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? Penelitian
ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan penelitian adalah
yuridis empiris. Penarikan kesimpulan berasal dari fakta dan analisis dilapangan yang
dilakukan dengan kerangka pemikiran yang disusun oleh peneliti sehingga dapat
diketahui dan dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Bentuk-
bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik; kekerasan psikis;
kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga merupakan hal-hal yang perlu
diatur secara terperinci dalam UU PKDRT kedepannya serta perlindungan korban
kekerasan dalam lingkup keluarga dapat dilakukan penanggulangan dengan
kerjasama yang baik antara semua pihak.

Kata Kunci: Bentuk-Bentuk Kekerasan, Rumah Tangga, Suami-istri
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A. Latar Belakang

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan
damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk
mewujudkannya, ;angat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga,
terutama kad-ar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup
rumah tangga tersebut. Jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol,
dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan
dan ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup tersebut.'

Umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang
menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api, pihak yang
menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan.2 Hal penting dalam
negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak
asasi manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum (Equality Before the Law).?

1 .
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum P 2 s
Grafika, Jakarta, 2006, him. 34 f P um Perorangan & kekeluargaan di Indonesia, Sinar

2
Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
* Ibid, him. 1.

him. 18.



Hak-hak tersangka atau terdakwa lebih populer di atur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ). Didalam KUHAP
tersebut lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa, untuk hak-hak
korban pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka atau
terdakwa. Memang KUHAP dalam mengatur hak-hak korban tidak sebanding dengan
banyaknya hak-hak tersangka atau terdakwa. Perkembangannya terlihat cukup
menggembirakan atas hak-hak saksi (korban), masyarakat, khususnya pada hak-hak
korban tindak pidana.

Hak Asasi Manusia adalah Seperangkat hak melekat pada hakikat keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum,
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.*

Setiap tindak pidana tidak terkecuali dengan tindak pidana yang berhubungan
dengan kekerasan dalam rumah tangga, yang bertujuan untuk melindungi setiap hak-
hak yang dimiliki oleh korban kekerasan dalam rumah. Yang dimaksud dengan
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini, yaitu :°

a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari
segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,;

4
Pasal | Undang-Undang No 39 Tahun 1999 te

s ! ntang HAM, LN No 3386, TLN 1999.
Konsideran Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, LN No 4419, TLN 2004.



Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan rumah tangga,merupakan
pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan
serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

Bahwa korban kekerasaan dalam rumah tangga adalah perempuan, harus
mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan
terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan
yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak
terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan
terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu dibentuk Undang-Undang terhadap

penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali disebut oleh para ahli sebagai

hidden crime (kejahatan yang tersembunyi). Kekerasan yang dilakukan suami
terhadap istri atau yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah salah
satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi dimasyarakat.
Kekerasan dalam rumah tangga juga disebut dengan istilah kekerasaan domestik.

Dimana kekerasan domestik tersebut terjadi didalam ranah domestik (privat).®

Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him. 1.

6 . . g
Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-




Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang rumusannya adalah
setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang
dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:’

a) Kekerasan fisik; b) Kekerasan psikis; ¢) Kekerasan seksual; d) Penelantaran
rumah tangga.

Adapun jenis kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga meliputi, yaitu:

1. Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau
luka berat.®

2. Kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
meliputi perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak
berdaya, dan/atau penderitaan psiskis berat pada seseorang.9

3. Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal S huruf
¢ meliputi Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap
orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup

: Pasal 5 Undang-
5 Pasal 6 Undang-
Pasal 7 Undang-

Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, LN No 4419, TLN 2004.
Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, LN No 4419, TLN 2004.
Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, LN No 4419, TLN 2004.




rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau
tujuan tertentu. &

4. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau
karena persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan,
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut Penelantaran
juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan
ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja
yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada
dibawah kendali orang tersebut.'’

Sementara itu yang dimaksud dengan korban adalah seorang yang mengalami
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu
tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :'?

1. setiap orang,

2. mengalami penderitaan fisik, mental,

W

kerugian ekonomi,

P~

akibat tindak pidana.

10
Pasal 8 Undang-Undang No 23 Tahu
N n 2004 tentang PKDRT, LN No 4419. T
Pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, LN No 4419’ TII:S ggg:

12
Pasal 1 Undang-Und i
4635, TLN 2006. g-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LN No



WCC (women’s crisis center) Palembang adalah lembaga swadaya
masyarakat yang peduli dengan permasalahan perempuan utamanya melakukan
pendampingan terhadap korban. Berdasarkan catatan yang ada di WCC (women s
crisis center) Palembang perempuan korban yang didampingi pada tahun 2011,

adalah:"

Jumlah Korban dan Bentuk Kekerasan yang ditangani wCC
(women’s crisis center)Palembang:

Bentuk Kekerasan Jumlah
Perkosaan & Kekerasan Seksual 156
lainnya
Kekerasan dalam Rumah  Tangga 133
(KDRT)

Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) 52

Perdagangan perempuan & Anak 11

Kekerasan Lainnya 34
Total Kasus 386

Sumber: WCC (women'’’s crisis center) Palembang, Tahun 2011
Guna memberikan rasa aman dan nyaman, tentang korban tindak kekerasan

yang terjadi dalam rumah tangga harus ditangani secara profesional serta oleh suatu
lembaga yang berkompeten. Adapun hak umum yang disediakan bagi korban
kekerasan dalam rumah tangga yaitu:'*

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. - -

2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.

3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.

4. Hak untuk memperoleh bantu hukum.

13 » . s
Data WCC (women’s crisis center) Palembang.

14 . .
Syarifud . - o i oms
.. yarifuddin Pettanasse, Kebijakan Kriminal, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2010, him.



5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.

6. Hak memperoleh akses atas pelayanan medis.

7. Hak untuk diberitahu bila pelaku akan dikeluarkan dari tahanan sementara,
atau pelaku buron dari tahanan.

8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan
kejahatan yang menimpah korban.

9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasian pribadi, seperti merahasiakan nomor
telepon atau identitas korban lainnya.

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka
dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan
(klacht delicten). Tindak pidana bia;sa dapat dituntut oleh Penuntut Umum/Kejaksaan
tanpa menunggu pengaduan yang jadi korban, ini sifat hukum pidana sebagai hukum
publik. Dalam tindak pidana tertentu penuntutan itu kepada pengaduan korban yang
dirugikan disebut dengan klacht delicten (tindak pidana aduan). Contoh: Pasal 284
(zinah) KUHP, dan Pasal 367 (pencurian dalam keluarga) KUHP, yang dibedakan
menjadi:"®

1. Dalam bentuk umum merupakan bukan klacht delict, tetapi karena
merupakan suatu hal dianggap klacht delict, Pasal 367 (pencurian
dalam keluarga) KUHP. Pencurian bukan merupakan klacht delict,

bila pencurian itu dilakukan dalam keluarga menjadi klacht delict.

15 1M
H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, Hukum Pidana (Tind i :
. A > > (Tindak Pidana, Pert. b
Pidana dan Pemidanaan), Unversitas Sriwijaya, Palembang, 2011, him. 721, e SRR
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2. Klacht delict yang bersifat mutlak artinya memang'/‘s‘gll?jc'x}hanya";
memerlukan pengaduan, Pasal 284 (zinah) KUHP.

Proses pidana, aparat penegakan hukum sering kali mengalami kesulitan
dalam mengungkap suatu tindak pidana karena tidak ada saksi yang melihat,
mendengar, maupun mengalami sendiri suatu tindak pidana akibat saksi tidak
bersedia untuk memberikan keterangan dalam mengungkap suatu tindak pidana yang
telah terjadi. Peranan saksi (korban) dalam suatu tindak pidana dipandang sangat
penting, karena keterangan saksi (korban) merupakan hal yang sangat dibutuhkan
dalam mengungkapkan sebuah tindak pidana.l6

Peranan saksi (korban) sangat penting dalam tahapan penyidikan perkara.
Penyidik tidak mampu mengungkapkan dengan baik sebuah tindak pidana tanpa
adanya keterangan saksi (korban). Dalam proses penyidikan, penyidik mengutamakan
keterangan saksi berkaitan dengan pelimpahan berkas perkara penyelidikan ke
kejaksaan. Pihak kejaksaan tidak mau menerima berkas penyidikan tersebut tanpa
adanya keterangan dari saksi (korban). Hal ini dikarenakan saksi (korban) memegang
peranan kunci dalam upaya mengungkapkan suatu kebenaran materiil. Maka,
keterangan dari saksi (korban) sangatlah diutamakan.!” Pasal 184 ayat (1) KUHAP
Keterangan saksi (korban) ditempatkan ada urutan pertama, yaitu:

1. Keterangan saksi

2. Keterangan ahli

e Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem

Peradilan Pidana, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009
7 Ibid, him. 170. Ya, , hlm. 169.



3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa
Kebiasaan dalam pratek dimasyarakat yang sampai saat ini masih sering
lerjadi, suami dan istri yang terlibat dalam kekerasan yang terjadi dalam rumah
tangga seringkali masalahnya tanpa mau menyelesaikannya sesuai dengan prosedur
hukum yang berlaku sehingga permasalahan tersebut berlarut dan menyebabkan
ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam kehidupan
berkeluarga.
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, merupakan faktor yang
dijadikan alasan bagi peneliti untuk melakukan penulisan lebih lanjut dengan memilih
judul  Skripsi “PERAN KORBAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK

PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA?”.
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B. Permasalahan
Berdasarkan uraian dan judul yang telah dipaparkan diatas maka perumusan
masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana peran korban dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat bagi korban dalam
penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ? |
C. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dari permasalahan diatas antara lain :
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran korban dalam penyelesaian
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi
penghambat korban dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga.

D. Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi
peneliti dan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi seluruh yakni baik
kegunaan secara teoritis dan kegunaan praktis, yakni :

1. Kegunaan teoritis, sebagai sumbangan pemikirin terhadap ilmu pengetahuan

pada umumnya, dan pengembangan ilmu pidana pada khususnya.
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2. Kegunaan praktis, sebagai sebagai masukan kepada aparat hukum yang
menangani kasus berhubungan dengah kekerasan dalam rumah tangga. Baik
itu polisi, jaksa, hakim didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
E. Ruang Lingkup

Mengingat begitu banyaknya aspek kehidupan yang dapat dijangkau oleh
hukum pidana dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki peneliti agar skripsi
ini terarah dan tidak menyimpang dari judul. Penelitian membatasi ruang lingkup
pembahasan dan penulisan hanya mengenai bagaimana peranan korban dalam
penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan faktor-faktor apa saja
yang penghambat korban dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah

tangga.

F. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian
Berdasarkan  permasalahan yang dibahas oleh peneliti, maka peneliti
menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum
empiris adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam
masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan  yang
digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam

masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan
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mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau
penulisan hukum.'®
2) Pendekatan Masalah

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan yuridis empiris.
Dengan beberapa pendekatan peneliti dapat memperoleh informasi dan
berbagai aspek yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penelitian yang
dilakukan oleh peneliti ditujukan kepada pendekatan Undang-Undang dan
menggunakan berbagai data lapangan yang dikumpulkan oleh penulis, dimana
disesuaikan dengan permasalahan yang terdapat didalam penulisan skripsi
penulis yaitu:

a) Catatan lapangan merupakan catatan tertulis tentang apa yang
didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan
data, yang bertujuan memcatat segala sesuatu yang berhubungan
dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. ®

b) Penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam

peraturan perundang-undangan. \\ AL

~

3) Sumber Data

Terdapat 2 ( dua ) macam bahan penelitian yang digunakan oleh -peneliti,- s

yaitu:

'* Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him. 105.

19 = : - {J s . .
I Djam’an Satori, Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2009,
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Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbemnya, baik
melalui wawancara, terstruktur dengan data yang ada dilapangan maupun
laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh
peneliti.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, data-data yang

dihasilkan dari penelitian,peraturan perundang-undangan. Data sekunder
tersebut dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat
yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
objek permasalahan yang dicari jawabnya oleh penulis. Contoh:
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan buku-buku, tulisan-tulisan, ilmiah
hukum yang terkait dengan objek permasalahan yang dicari jawabnya

oleh peneliti.
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c. Bahan Hukum Tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai
bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari
kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.20

4) Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah yang
dicari jawabnya oleh peneliti yang ingin dipecahkan. Masalah yang dibahas
peneliti memberi arah dan mempengaruhi penentuan metode pengumpulan
data.?! Maka peneliti menggunakan 2 (dua ) cara yang digunakan yaitu:22

a. Metode Penelitian Lapangan merupakan data yang diperlukan sebagai
data penunjang diperoleh melalui iinformasi dan pendapat-pendapat
dari responden yang ditentukan berdasarkan kemauannya dari penulis
atau ditentukan secara acak yang dilakukan oleh peneliti.

b. Metode Penelitian Kepustakaan merupakan data kepustakaan yang
diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari
peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi,
dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

5) Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan

penelitian adalah Polresta dan WCC (women’s crisis center) Palembang.

20 Zainuddin Ali, Op.Cit, hal. 175-176.

2; Djam’an Satori, Aan Komariah, Op.Cit, him. 103.
Zainuddin Ali, Op.Cit, him. 177.
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6) Populasi dan Sampel Penelitian
Dalam menentukan sampel penelitian ada beberapa istilah yang digunakan
yaitu:
1. Populasi yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau objek
penelitian.23
2. Sampel, bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya
adalah:
a. Korban KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga).
b. WCC (women’s crisis center) Palembang.
c. Polresta Palembang.
7) Analisis Data
Analisis data yang dipergunakan peneliti dalam mencari jawab terhadap
permasalahan yang ditulis peneliti dalam skripsi ini adalah analisis secara
pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Yang juga
meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan
oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan

rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek

» Populasi merupakan kata amat popular dalam penelitian yang digunakkan untuk menyebut
sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan
k.eS(?luruhz.m.dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara gejala,
mlan,_ peristiwa, sikap hidup dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber
penelitian. Tentunya objek penelitian sosial, termasuk penelitian hukum berbeda dengan penelitian
d'fxlam lapangan ilmu eksak, sebab itu harus disesuaikan dengan data yang diinginkan. Bahkan dapat
dikatakan  penelitian  hukum  populasinya  lebih banyak “manusia” dengan sikap

tindaknya.Usmawadi, petunjuk Penulisan limiah Bidang Hukum”, Palembang : Laboraturium Hukum
Fakultas Hukum Unversitas Sriwijaya, 2012. Hal 263.
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kajian. Proses analisis data ini menyajikan secara sederhana dengan
menganalisis jenis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti antara lain
peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan
dengan permasalahan yang ditulis oleh peneliti.

8) Kesimpulan
Kesimpulan merupakan bagian kritalisasi dari fakta dan analisis dilapangan

yang telah dilakukan dengan kerangka pemikiran yang disusun oleh peneliti.**

* Zainuddin Ali, Op.Cit, him. 177,
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